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Mengingat : 1.

b.

AT'PATI TAlrAH T.AUT
PROIyIXSI K^ALIIA!5TAIT SEI.ATAI{

PENAfl'NA.r AI'PATI TATAS LITUT
ItouoR 106 TArrtrrr 2015

TEITTATG

gf,AIfI'AR OPERAAIOI|AL PROSEI'I'R
PEIfCAI}IIIIISTRASIAT ST'RAT TASUK

DETGAIf RAIITAT TT'IIAIT YAffG UAIIA EgA

BI'PATI TAIfAg I,AUT,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalarn Pe ngadministrasian Surat Masuk,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Pengadministrasian Surat Masuk;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756l.;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tnntang Pelayanan
Publik (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Feratunan Fenrndang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 42,

2.



(3)

(4)

5

wajib membangun komitmen tinggi unfuk mendukung
pelaksanaannya.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Pengadministrasian Surat Masuk,
wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Pengadministrasian Surat Masuk,
wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB TV

XBTEIYII'AI| PDICUTT'P

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada ta.:ngga1 2{o C}l@,Qt- 8\s

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal ,24 Oktooar tO6
SEI{RETARIS DA.ERATI

TAI|AII LI\UT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH I.,AUT TAHUN 2015 NOMOR 513
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